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PUTUSAN
Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDAN

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir Sibolga, 19 Oktober 1975,
umur 49 tahun, pekerjaan bidan, pendidikan S1,
beralamat di XXXX, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN
XXXX, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Sibolga, 12 Maret 1975,

umur 49 tahun, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA,
beralamat di XXXX, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatanya tertanggal 10

Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan

dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pdn, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang
melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 28 Mei 2011, dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX,
Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta
Nikah Nomor. XXXX, tertanggal 30 Mei 2011;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa latar belakang pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat
di mulai tahun 2022 disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan
tidak menafkahi lahir dan batin kemudian malas bekerja;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering mengalami pertengkaran yang
berulang ulang dalam rumah tangga dan tidak ada lagi keharmonisan di
dalam rumah tangga sampai saat ini;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 tahun, dan
dua minggu yang lalu Tergugat menyesal masuk islam dan mengatakan
kata kata maafkan aku tuhan yesus ku, hingga saat gugatan ini Penggugat
ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991,
tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

7. Bahwa Penggugat Sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (XXXX) terhadap
Penggugat (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;
Bilamana Hakimberpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
hadir dipersidangan;
Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya
untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa, Hakim telah menjelaskan kewajiban para pihak untuk
menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Hakim menunjuk
Mediator bernama Zaldaki Lutfi Zulfikar, S. Sy,. dengan penetapan nomor
255/Pdt.G/2024/PA.Pdn., tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tanggal 5 November 2024,
bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat
didengarkan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi
dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat
Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor
XXXX tanggal 30 Mei 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Bukti Saksi.

2.1 XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal XXXX, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

yang sabh;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

menjalani mahligai rumah tangga di rumah bersama di Aek Tolang
Kecamatan Pandan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
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- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
beberapa kali bahkan melihat Tergugat bersama dengan
selingkuhannya;

-Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat terjadi tahun 2022;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai
sekarang sudah berjalan enam bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi dan tidak dinafkahi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga untuk berdamai, namun tidak
berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

2.2 XXXX, umur 56 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang sabh;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
menjalani mahligai rumah tangga di rumah bersama di Aek Tolang
Kecamatan Pandan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi;
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- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
beberapa kali bahkan melihat Tergugat bersama dengan
selingkuhannya;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat terjadi tahun 2022;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai
sekarang sudah berjalan enam bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi dan tidak dinafkahi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga untuk berdamai, namun tidak
berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada
Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahnnya namun pada hari yang
ditetapkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup
dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap pada
pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun
dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat
untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg/RDS jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan

secara resmi dan patut;
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Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap in
person di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1)
RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang
Perkawinan, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara
menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai
dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya
ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pula
melakukan mediasi dengan Hakim mediator Zaldaki Lutfi Zulfikar, S. Sy., hal
mana telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan
berdasarkan laporan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan
sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya
mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat
karena telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan
wanita lain yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal
bersama selama satu tahun;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan maka
jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan
gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat,
Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat dan saksi yang akan
diertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alat bukti surat (P) berupa surat fotokopi kutipan akta

nikah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok
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sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang memberi
bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar terikat perkawinan
yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi
di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat, semuanya
dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing
sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan
keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS,
karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil,

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat
menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukii,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 RBg/RDS;

Menimbang, bahwa ternyata kedua saksi Penggugat tersebut
mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat yaitu bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai
terhadap Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin
sehingga Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan
dan berhubungan (link and match), meskipun keterangan saksi-saksi tersebut
pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (vrijbewijskracht)
sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg/RDS, dengan demikian Hakim

berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan
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pembuktian yang sempurna yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat
bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan yang dihubungkan
dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum
dikaruniai anak;

2. Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan
bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

3. Bahwa puncak pertengkarannya terjadi tahun 2022, Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak satu rumah lagi selama enam bulan;

4. Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk tetap mempertahankan rumah
tangga namun tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikukuh ingin bercerai;

5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim
akan memberikan pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat satu
persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian vyaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada
harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah,

antara Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang
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disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, puncaknya antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih enam bulan serta
Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
selama kurang lebih enam bulan dan selama itu antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta Tergugat tidak
memberikan nafkah lahir dan batin, menunjukkan bahwa diantara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-
masing;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sering dinasehati agar kembali
rukun menjalin rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan
pihak keluarga telah ikut serta mendamaikan namun Penggugat tetap
bersikeras ingin bercerai, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan, karenanya
Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk
dirukunkan kembali sehingga telah memenuhi unsur perselisihan dan
pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali
rukun;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan
memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali
dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil,
karenanya Hakim berpendapat unsur Pengadilan berupaya untuk
mendamaikan namun tidak berhasil telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan
dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum
lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga
landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (phsysical cruelty),
akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang
menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga

meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun
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penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan
berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak,
maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk
didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan
dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379
K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “suami istri yang
tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,
maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah
memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” (vide
Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan
Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017) serta dalam Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang
menegaskan bahwa : “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat
kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan
kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai
alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974” (vide Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor
299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan
dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti
kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya,
tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya
penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat

lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan
dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna

menghilangkan kemafsadatan;
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Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

) L-E.Ah;

kalimat Psalbad e

- (mencapai maslahat dan menolak mafsadat)
mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya
hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan,

keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan
tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat
yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat

bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah
tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik

menegaskan :
4_.:115' d.:."J.l ‘j..: ‘:q..:. _',.4_5 di"J.L ﬁdu..ddu..d _'J.n.u:] du..d?_sh;du..d?

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang
memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja

yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan
dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada
isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat

kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti
dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam
Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup
rukun lagi sebagai suami istri, karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 1

dapat dikabulkan;
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Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka
petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra

Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat
(XXXX);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Pandan
pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan
tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy,.sebagai
Hakim Tunggal, berdasarkan izin sidang dari Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 17/KMA/HK.05/1/2023 Perihal Izin Persidangan Dengan Hakim tanggal
24 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim, dan
didampingi oleh Sri Rahmadani, S.H,.sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy,.

Panitera Pengganti,
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Sri Rahmadni, S.H,.

Perincian biaya:

- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 600.000,00
- PNBP :Rp 60.000,00

- Meterai :Rp__10.000,00
Jumlah :Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



